
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR 3 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c         
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Retribusi  Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis retribusi jasa 
umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat 
memberikan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan 
Akta Catatan Sipil kepada masyarakat; 

 
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi  

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil di wilayah Kota Surabaya serta sebagai pelaksanaan ketentuan 
Pasal 156  ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan 
tentang Retribusi  Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Daerah; 

 
c. bahwa berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana   dimaksud   

dalam huruf a dan huruf b, serta   memperhatikan   Keputusan 
Gubernur Jawa Timur Nomor 188/37.K/KPTS/013/2010 tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang 
Retribusi Daerah,   perlu   membentuk Peraturan  Daerah tentang 
Retribusi  Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta      
Catatan Sipil.    

Mengingat :  1. Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  1950   tentang  Pembentukan 
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa 
Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara  Tahun 1965  Nomor 19 Tambahan  Lembaran  
Negara  Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3019); 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3209); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4235); 

 
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara   
Nomor 4844); 

 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63  
Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  4634); 

 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang  Administrasi  

Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124  
Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 4674); 

 
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5038); 

 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang  Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130  
Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 5049); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974  tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3050); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang  Pelaksanaan 

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  
Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4736); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara    
Nomor 4737); 

 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;   

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 
 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang  
Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil; 

 
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E); 

 
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya  
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya  
Nomor 12); 

 
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); 

 
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 4). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 
dan 

WALIKOTA SURABAYA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN 

BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA      
CATATAN SIPIL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 
 
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya. 

 
4. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan 

oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai 
alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil.  

 
5. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, 

pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan 
pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta 
penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau 
surat keterangan kependudukan.  

 
6. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu 

identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan 
hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 

 
7. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah 

identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 
Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

 
8. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami 

oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi 
Pelaksana.  

 
9. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap 

anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan 
ibu kandung anak tersebut. 

 
10. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Kartu Surat 

Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing 
yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang 
bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
sebagai Penduduk tinggal terbatas. 

 
11. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. 
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12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan 
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badan. 

 
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

 
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan 
jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 

 
15. Surat Ketetapan  Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok 
retribusi. 

 
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang  selanjutnya disingkat STRD 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

 
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 

adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke rekening 
Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah.  

 
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 

disingkat  SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan 
besarnya Reribusi Daerah yang terutang. 

 
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 

selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang 
memutuskan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan. 

 
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan jumlah lebih pembayaran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau 
tidak seharusnya terutang.   

 
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas 

keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi. 

 
22. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah 

surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk atau 
memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang 
terutang. 

 
 
 
 

 


